
 
  

 
 

PERATURAN  DAERAH KABUPATEN JEMBRANA 
NOMOR  2  TAHUN 2002 

 
T E N T A N G 

 
SISA PERHITUNGAN AGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN JEMBRANA  
TAHUN ANGGARAN 2001 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI JEMBRANA, 

 
Menimbang :  bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2001, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

 

Mengingat :   1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958  tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat 
dan Nusa  Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 
1958 Nomor  122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 
1655). 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang  Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);  

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  (Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 44; Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3633); 

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3339 ); 

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ); 

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Besih dan Bebas dari 
KKN Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 75 ; Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3851); 

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang 
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan 
Keaungan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 
5); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang 
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, 
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 
6); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 
56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3694); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
201); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dalam 
Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 203); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang 
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang 
Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 218); 

17. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi 
Pemerintah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 
tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata 
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 
tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada 
Daerah ; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 
tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah 
Daerah ; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 
tentang Petunjuk Pedoman/Administrasi Bendaharawan 
Daerah ; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ; 

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-009 Tahun 
1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ; 
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24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun  
1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata 
Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah ; 

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 
1987 tentang Penggunaan Sistim Digit Dalam 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja   
Daerah ; 

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 
tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan 
Daerah ; 

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 
tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah ; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 
2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 
2001 ; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 
2001 ; 

30. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Jembrana Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Jembrana Tahun Anggaran 2001 ; 

 

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Jembrana Nomor    Tahun 2002 tanggal   Maret 2002 
tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan 
Daerah Kabupaten Jembrana tentang Sisa Perhitungan 
APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2001 menjadi 
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana. 

 
Dengan Persetunjuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA. 
 

M E M U T U S K A N 
 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG SISA 
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2001. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM  
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Jembrana. 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Jembrana. 
c. Peraturan Daerah adalah Peraturan daerah 

Kabupaten Jembrana. 
d. Kepala Daerah adalah Bupati Jembrana. 
e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Jembrana. 
 

 

 3



BAB II 
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2000 
 

Pasal 2 
 

Jumlah Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 
2001 terdiri dari : 
 
 a. PENDAPATAN  
  - Pendapatan ......Rp. 145.927.555.730,72 
 
 b. BELANJA 
  - Rutin .....Rp. 115.306.181.313,72 
  - Pembangunan Rp. 13.686.163.022,00 
   
  Jumlah ............Rp. 128.992.344.335,72 
 
Sisa Perhitungan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja daerah 
Kabupaten Jembrana sebesar .Rp. 16.935.211.395,00 
 

 
Pasal 3 

 
Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan 
Perhitungan Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp. 
14.752.271.000,00 terdiri dari : 
a. Pendapatan ..............Rp. 14.752.271.000,00 
b. Belanja .................Rp. 14.752.271.000,00 
  
Sisa Perhitungan Urusan Kas 
Dan Perhitungan berlebih/ 
Berkurang sejumlah ..........Rp.         NIHIL  

 
 

Pasal 4 
 

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 
dan 2 menurut C-I/A sebagaimana tecantum dalam 
Lampiran I Peraturan Daerah ini. 

 
(2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan 

Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan 
APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II Peraturan Daerah ini. 

 
(3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah  : 

a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah 
ini; 

b. Lampiran Peraturan Daerah (C/I) sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah 
ini; 

c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran 
C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V 
Peraturan Daerah ini; 

d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI 
Peraturan Daerah ini; 
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e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran 
C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
VII Peraturan Daerah ini; 

f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran 
C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
VIII Peraturan Daerah ini; 

g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan 
(Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran IX Peraturan Daerah ini; 

 
(4) Rician Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) 

dimaksud Pasal 2 yaitu : 

 a. UKP Penerimaan menurut C/IP/IKP sebagaimana 
Lampiran X Peraturan daerah ini; 

 b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana 
Lampiran XI Peraturan Daerah ini; 

  
Pasal 5 

 
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 
Lampiran III dari Peraturan Daerah ini. 
 
 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 6 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Jembrana. 

 
Ditetapkan di Negara 
Pada tanggal 28 Maret 2002 
 
      BUPATI JEMBRANA, 
 
 
 
       I GEDE WINASA 

  
Diundangkan di Negara. 
Pada tanggal 1 April 2002 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, 
 
 
 

DRS. I GDE SUINAYA, MM 
 

Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 9 
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	BUPATI JEMBRANA,

